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ABSTRAK
Agung Fawwaz Samilta (21233009) : TinjauanPengenaan Tarif PPH Pasal 4
ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh
Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Padang

Dosen Pembimbing : Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Pengenaan
Tarif PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa kontruksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) Kota Padang yang beralamat di JI. Ujung Gurun No.2, Ujung Gurun,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan teknik
pengumpulan data dengan teknik obeservasi pendekatan kualitatif, karena pada
penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan
wawancara. Disini penulis melakukan wawancara dengan bendahara Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang. Data yang diteliti berupa
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal4 ayat (2) pada tahun 2023. Berdasarkan data yang
diperoleh, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil penelitian. Dari
hasil penilitian ini diketahui bahwa pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 sudah berjalan
dengan baik. Meskipun dalam pengenaannya masih belum efektif dikarenakan adanya
perubahan pengenaan yang mempengaruhi PPh Pasal 4 ayat (2). Maka dari itu
diperlukan solusi untuk memaksimalkan pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) Di Dinas
PUPR Kota Padang.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kewajiban Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat

(2), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga
negara Indonesia kepada pemerintah guna untuk pendapatan negara dan juga
pembangunan nasional. Pembayaran pajak oleh setiap warga negara sudah
diatur dalam undang- undang yang ada. Pada Pasal 23A UUD 1945 telah
mengatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang- undang”.

Pembangunan nasional dilakukan secara berkelanjutan, hal ini bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material
ataupun spiritual. Pembangunan ini merupakan pengamalan dari pancasila yang
mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan rakyat dan
juga bersama pemerintah. Saat ini Indonesia sangat gencar dalam pembangunan
baik dibidang pelayanan publik ataupun bidang lainnya, berbagai program
banyak diterapkan oleh Indonesia untuk pembangunan nasional serta
pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana pembiayaan pembangunan
yang tentu tidak akan dengan jumlah sedikit.

Sektor kontruksi merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat bagi

pemerintah saat ini. Beberapa hasil dari pekerjaan kontruksi itu sendiri sepert



pembangunan pasar atau pusat bisnis, gedung pemerintah, jalan raya, jembatan
penghubung, sekolah, alun-alun dan juga taman kota, memiliki dampak yang
sangat besar terhadap kegiatan perekonomian dan kehidupan sosial-budaya
suatu negara (Sarjono,2018). Jasa kontruksi adalah salah satu objek pajak yang
memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang
diperoleh dari kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menunjang
pembangunan dan peningkatan infrastruktur nasional (Octavia et al., 2021).
Kontruksi juga memiliki hubungan yang sangat terkait dengan pajak. Hal ini
menandakan bahwa semakin banyak kegiatan kontruksi yang dilakukan juga
membuat semakin meningkat pendapatan pajak yang diterima oleh negara.
Maka karena hal tersebut pendapatan pajak dari sektor jasa kontruksi memiliki
potensial yang tinggi untuk penerimaan pajak (Sarjono, 2018).Pajak
Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi paling
besar dalam pendapatan negara disektor perpajakan dibandingkan dengan jenis
pajak yang lainnya. Selanjutnya ada PPN dan juga PPNBM yang memiliki
pengaruh paling besar dalam pendapatan pajak untuk negara (Masdi, 2021)
Salah satu jenis pajak penghasilan yang ada yaitu pajak penghasilan pasal
4 ayat (2). Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, disebutkan bahwa salah satu jenis PPh Pasal 4 ayat (2) adalah
penghasilan dari usaha jasa kontruksi yang pemotongannya bersifat final.
Pemungutan dilakukan dengan sistem withholding tax. Sistem withholding tax

atau sistem pemotongan ini melibatkan pihak ketiga (selain wajib pajak dan



fiskus) dalam melakukan pemotongan pajak terhadap transaksi yang

dibayarkan kepada penerima penghasilan. Sistem ini memiliki leluasa kepada

pihak ketiga untuk menentukan besaran jumlah pajak terutang kepada wajib

pajak. Selain melakukan pemotongan dan/atau pemungutan, pihak ketiga yang

ditunjuk juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke kas

negara.

Dalam Pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final ditetapkan

adanya pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa kontruksi

yang bergantung pada hak sertifikat badan dan masa pemberlakuan sertifikat.

Terdapat pengklasifikasian tarif pengenaan pajak untuk jasa kontruksi.

Tabel 1. Pengkualifikasian Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) yang
Terjadi Sebelum dan Setelah Memasuki Tahun 2022

Jenis Kualifikasi Usaha Pengenaan Tarif Pengenaan Tarif
Usaha Jasa Sebelum Tahun 2022 | Mulai Tahun 2022
Kontruksi (Berdasarkan PP No. | (Berdasarkan PP

51 Tahun 2008) No. 9 Tahun 2022)
Penyedia | Kualifikasi Usaha Kecil 2% 1,75%
Jasa
Kontruksi Kualifikasi Usaha 3% 2,65%
Menengah Dan Besar
Tidak Memiliki 4% 4%
Kualifikasi
Pekerjaan Memiliki Kualifikasi 3% 2,65%
Kontruksi Usaha
Terintegrasi Tidak Memiliki 4% 4%
Kualifikasi Usaha

Jasa Memiliki Kualifikasi 4% 3,5%

Konsultasi Usaha
Kontruksi Tidak Memilki 6% 6%

Kualifikasi Usaha

Sumber:Dinas PUPR Kota Padang




Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat adanya perubahan pengenaan tarif
PPh Pasal 4 ayat (2) yang terjadi sebelum dan sesudah tahun 2022 yang
dipengaruhi oleh perubahan Peraturan Pemerintah yang sebelumnya
Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2008 diperbarui menjadi PP No. 9 Tahun 2022 .
Perubahan itu mulai terjadi tepatnya pada bulan Mei 2022 yang dimana
Perbedaan pengenaan tarif ini sangat mempengaruhi pendapatan negara
terutama dalam pembangunan fasilitas publik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan instansi
yang memiliki teknis yang bertanggung jawab dalam pembangunan
infrastruktur di Kota Padang. Kota Padang gencar dalam melakukan
pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang dilakukan
oleh pemerintah Kota Padang berupa pembangunan jalan dan pembangunan
jembatan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang
menyebabkan timbulnya potensi perpajakan yang besar terhadap penerimaan
PPh final terkait jasa kontruksi. Peran dari bendahara pemerintah sangat
diperlukan untuk melaksanakan kewajiban pemotongan PPh tersebut.

Bendahara dari instansi pemerintahan merupakan pihak ketiga yang
diberikan wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku fiskus dalam
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan yang melibatkan bendahara
pemerintah dikenakan atas belanja negara yang dibebankan pada APBN dan

APBD.



Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyatakan sebelumnya bahwa
bendahara pemerintah merupakan pihak yang melaksanakan pemotongan
dan/atau pemungutan pajak terkait pengeluaran yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) (Darmawan,2022). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
bendahara pemerintah memiliki peran penting sebagai pihak yang bertanggung
jawab atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak pada instansi pemerintah
dalam meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan.

Tabel 2. Belanja PUPR Kota Padang Atas Jasa Kontruksi Yang
Dipengaruhi PPh Pasal 4 Ayat (2)

NO | Tahun Belanja Modal Kontruksi Belanja Modal Pengadaan
Jembatan Kontruski Jalan
1 2020 Rp. 13.844.680.550,93 Rp.35.561.408.528,65
2 2021 Rp.17.023.502.970,00 Rp.36.451.178.124,00
3 2022 Rp.19.575.864.890,00 Rp.35.345.476.253,00
4 2023 Rp.7.786.861.672,00 Rp.31.359.355.636,00

Sumber:DINAS PUPR KOTA PADANG

Berdasarkan Tabel.2 diatas belanja PUPR Kota Padang terkait PPh pasal 4
ayat (2) atas jasa kontruksi mengalami ketidakstabilan. Hal ini tentu saja
mempengaruhi pendapatan dari PPh Pasal 4 ayat (2), karena jika semakin
banyak belanja modal atas jasa kontruksi, maka semakin banyak pula
pendapatan yang akan diterima oleh negara dari pengenaan PPh Pasal 4 ayat
(2). Hal ini tentu saja akan mempengaruhi percepatan pembangunan

infrastruktur publik yang ada.




Dengan adanya perubahan atas pengenaan PPH pasal 4 ayat (2) atas jasa
kontruksi, yang menyebabkan belanja pada Dinas PUPR Kota Padang juga
mengalami perubahan. Penulis memperhatikan dimana cara pengenaan tarif
di Dinas PUPR Kota Padang yang masih belum efektif, dikarenakan
pengenaan masih memerlukan waktu lama dalam pemungutuan PPH Pasal 4
Ayat (2). Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu oleh (Vara Nur., 2023)
yang menjelaskan tentang kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) . Oleh
karena itu, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam Tugas
Akhir dengan judul “Tinjauan Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)
Atas Jasa Kontruksi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Padang”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang
dapat dirumuskan yaitu bagaimana Tinjauan Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 Ayat
(2) Atas Jasa Kontruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Padang?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas,maka penelitian ini
mempunyai tujuan untuk mengetahui Tinjauan Pengenaan Tarif PPh Pasal 4
Ayat (2)Atas Jasa Kontruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Padang.



D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
Manfaat Penelitian bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan
pengetahuan tentang ’Tinjauan Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas
Jasa Kontruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Padang”.
2. Bagi Pembaca
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang
bermanfaat,serta diharapkan juga untuk menambah wawasan dan
pengetahuan para pembaca mengenai Tinjauan Pengenaan Tarif PPh
Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Padang.
3. Bagi Universitas Negeri Padang
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
instansi berupa tambahan pengetahuan, informasi, dan juga referensi di
bidang perpajakan terutama mengenai Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 ayat
(2) Atas Jasa Kontruksi Di PUPR Kota Padang ini bagi pihak yang

berminat terhadap topik penelitian tersebut.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pengenaan Tarif pajak penghasilan atas pasal 4 ayat (2) merupakan kewajiban yang
harus dilakukan oleh bendahara pemerintah selaku pemotong pajak sehingga wajib
pajak tidak dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan pasl 4 ayat (2) atas jasa
konstruksi sendiri. Adapun pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa kontruksi yang
ada pada pada PUPR Kota Padang telah sesuai dengan perubahan tarif terjadi, adapun
perubahan pengenaan tarif tersebut menguntungkan bagi pihak rekanan, karena
pengenaan tarif yang lebih kecil daripada tahun sebelumnya, namun dari sisi
pendapatan negara perubahan tarif tidak terlalu membuat perubahan signifikan karena
pendapatan yang didapatkan negara tidak jauh berbeda dari PPh pasal 4 ayat (2) atas
jasa kontruksi tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, adapun saran yang dapat diberikan penulis
menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai tinjauan pengenaan PPh
4 ayat (2) atas jasa konstruksi Dinas PUPR Kota Padang yaitu Dinas PUPR
Kota Padang harus memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini
perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas
jasa konstruksi agar dapat terus terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan
yang telah diterapkan dan harus mempertahankan ketaatan dalam hal

kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan.
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